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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUXOTA JAKARTA,

a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 berdampak pada
terpengaruhnya progres pengembangan kawasan olahraga
terpadu yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu
yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun
2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta
Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan
Olahraga Terpadu;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan
tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu, Peraturan
Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada
Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)
Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu perlu
diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan
Terbatas Jakarta Propertindc (Perseroan Daerah) Dalam
Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tashun 2005 tentang  Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4535);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartz sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia '‘Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repukilix Indonesia
Nomor £587) sebagaimana telah beberapa ka'i diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 20C7 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tamkahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Dareah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan
Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tehun 2C16
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan
Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Persercan
Daerah) dalam Pengembangan Xawasan Olahraga Terpadu
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2919 Nomor 71005);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS FERATURAN
GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN
KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN

OLAHRAGA TERPADU.
Pasal 1

Beberapa kstentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun
2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta
Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan
Olahraga Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tatun 2019 Nomor 71005) diubal: sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Penugasan pengembangan kawasan olahraga terpadu
senagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (2) dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelesalan bangunan stadior olahraga bertaraf
internasional beserta fasilitas pendukungnya dilakukan
paling lambat tanggal 1 Oktober 2022, termasuk
pembuatan master plan dan rincian tahapan
pengembangan kawasan olahraga terpadu dibuat paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dimulainya
penugasan pembangunan stadion olahraga bertaraf
internasional beserta fasilitas pencukungnya; dan

b. pengelolaan kawasan olahraga terpadu dagpat dilaksanakan
sejak selesainya pembangunan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanzan pembangunan
stadion olahraga bertaraf internasional beserta fasilitas
pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
diztur dalam perjanjian antara Pemermtah Daerah dengan
PT Jakarta Propertindo (Perserodaj

Perjanjian sebagaimana dimaksuc pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2

(31

Pasal 8

Dalam penugasan pengembangan kaweasan olahraga
terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
Pemerintah Daerah memberikan dukungar: berupa:

a. kemudahan dalam proses pengaiihan utilitas publik
(utility divertion) yang terkena dampak proyek;

b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
c. kemudahan dan percepatan perizir.an;

keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah
yang timbul; dan

e. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
penugasan.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Penugasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan dalam instruksi Gubernur yang
disusun dan dikoordinasikan cleh Biro Kesejahteraan
Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Daereh Khusus Ibukota

Jakarta.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

/

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003
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